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BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas ditemukan
bahwajumlah Dana Alokasi Umum yang dipotong penyalurannya oleh

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan PMK Nol25/PMK.07/2016 sebesar

Rp.46.152.359.144.Berdasarkan perhitungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Ende, pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum sebanyak 97 dari 2179

kegiatan yang tersebar pada 36 SKPD. Pemotongan penyaluran Dana

Alokasi Umum pada Kabupaten Ende menyebabkan kurangnya volume

kegiatan, seperti mengurangi perjalanan dinas keluar daerah dan rapat-rapat

atau pertemuan di hotel dan ada beberapa kegiatan yang tertunda akibat
pemotongan Dana Alokasi Umum, Namun kegiatan tersebut bukan kegiatan
yang proiritas.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulandiatas maka dapat
disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan
memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan
mutu dari pelayanan publik di daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadian acuan untuk
melakukan penelitian lanjutan dengan menambakan sampel yang

digunakan dan memperluas periode pengamatan.
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